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ABSTRACT

This study aimed to elucidate the effect of General Allocation Funds (DAU) and
Regional Own-source Revenue (PAD) on regional expenditures (BD) and to give empirical
evidence whether flypaper effects occurs in sub-districts / cities in Central Java Province
from 2013 to 2017. The population and sample consisted of 29 regencies and 6
municipalities in Central Java Province with a total of 175 observation data. The data
used is secondary data in the form of audited reports Actual Budget and Expenditure. This
research was tested using multiple linear analysis techniques that were processed using
the SPSS application (Satistical Product and Service Solution). The results showed that
the PAD and DAU simultaneously and partially have a significant effecting on regional
expenditures. In addition, the results of data processing also showed higher DAU
Sandardized Coefficients than PAD, which proved that there was a flypaper effect.

Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Funds, Regional Own-source Revenue, and
Regional Expenditure.

PENDAHULUAN

Daerah di Indonesia sekarang ini sedang melewati pertumbuhan yang cukup cepat, seiring
dengan perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di setiap daerah memiliki wilayah
otoritasnya masing-masing yang di atur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang
yang berlaku. Peran otonomi daerah antara lain untuk pemberdayaan dan pengoptimalan potensi
setiap daerah. Dengan begitu tercapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu mengurangi
ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Liando dan Hermanto, 2017). Setiap
Pemerintah Daerah memliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola sendiri
pemerintah dan kebutuhan rakyat sesuai undang-undang, salah satunya menyusun anggaran belanja
daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Anggaran belanja daerah merupakan rencana kebijakan keuangan yang harus
mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat dan kemampuan di setiap daerah yang disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesual
peraturan daerah yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang
berbeda yang menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal. Hal itu memaksa Pemerintah Pusat
untuk mentransfer dana yang disebut dana perimbangan. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer
dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Anggaran belanja daerah memiliki beberapa fungsi antara lain fungs otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi (Haryanto, 2007). Dari fungsi tersebut
terdapat tantangan dan masalah dalam fungsi alokasi. Masal ah tersebut adalah kurangnya ketepatan
dalam pengalokasian dana di setiap daerah yang menyebabkan masih banyaknya daerah yang
pelayanan publiknya kurang memadai. Pada tahun 2015, Kabupaten Semarang memiliki masalah
terkait masih rendahnya alokasi anggaran di belanja modal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
menargetkan 30%, tetapi Kabupaten Semarang sendiri baru mencapai 16%. Untuk mencapai target
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tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terus mengoptimalkan potensi daerah agar PAD
meningkat.

Dari permasalah tersebut menandakan alokasi anggaran belanja daerah di Provins Jawa
Tengah khususnya Kabupaten Semarang belum baik dan efisien. Hal tersebut berpengaruh dalam
penggunaan PAD yang belum maksimal. Di mana pemerintah daerah masih bergantung pada dana
yang diberikan pemerintah pusat untuk mencukupi pengeluaran (belanja) daerah. Yang berarti
terdapat kemungkinan adanya Flypaper Effect pada Dana Alokasi umum dan Pendapatan Adli
Daerah terhadap Belanja Daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Abdullah dan Halim (2003) melakukan pengujian adanya
flypaper effect pada belanja daerah pemerintah kabupatern/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun
2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa flypaper effect terjadi pada DAU
periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Sesuai dengan hasil tersebut flypaper effect
merupakan kondisi ketika pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan
menggunakan dana transfer / perimbangan khususnya DAU daripada menggunakan hasil
daerahnya sendiri yaitu PAD (Mutiara Maimunah, 2006). Namun hasil penelitian tersebut tidak
dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenaitu dilakukan penelitian lebih
mendalam untuk menganalisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Adli
Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 —
2017.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITISDAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Teori Keagean

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara legidatif dan publik, legidatif
adalah agen dan publik adalah prinsipal. Dalam hal pembuatan kebijakan, hubungan prinsipal -
agen yang terjadi antara pemilih (voters) dan legidatif pada dasarnya menunjukan bagaimana
voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk
mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legidatif terlibat dalam
pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, mereka diharapkan
mewakili kepentingan atau presepsi principal/pemilihnya, karena pada kenyataannya |egislatif
sebagal agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik
(Abdullah dan Halim, 2006).

2. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yakni suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
yang diatur didalam perundang - undangan guna mengel ola sendiri permasal ahan pemerintahan
serta kepentingan masyarakat setempat (UU No. 33 Tahun 2004). Sedangkan mengenai hak
dan kewdgjiban daerah ditegaskan kembali di pasa 7 bahwa daerah ber-wewenang dan
berkewajiban dalam menguus rumatangganya sendiri selaras pada aturan UU yang berlaku agar
tidak timbul penyimpangan dalam pel aksanaannya.

3. Desentralisas

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, desentralisas yakni suatu pemberian
tugas dan tanggung jawab otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
guna mengelola segala macam urusan serta kegiatan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan UNDP, badan otonom PBB (dikutip
oleh Noor, 2012) definisi desentralisasi lebih merujuk pada reorganisas wewenang sehingga
ada perubahan sistem tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang
diharapkan bisa meningkatkan keefektifan system pemerintahan.

4. Flypaper Effect

Flypaper effect iaah suatu kejadian yang muncul sebab dipicu oleh permasalahan yang
timbul dari efek ketergantungan aparat pemerintahan daerah terhadap dana transfer pemerintah
pusat (Putra dan Dwirandra, 2015). Flypaper effect itu sendiri ialah respon dari kenaikan dan
turunnya penggunaan dana perimbangan / transfer dari pemerintah pusat.
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Asumsi penentuan terjadinya flypaper effect pada penelitian ini mengacu pada
perbandingan pengarun PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter
(2007) membuktikan bahwa flypaper effect terjadi jikalau pengaruh atau nilai koefisien DAU
terhadap belanja daerah |ebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai
keduanya signifikan. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD
terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect.

5. Pendapatan Adli Daerah

Berlandaskan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Adli Daerah (PAD)
ialah penerimaan yang bersumber dari potensi masing — masing daerah yang berfungsi sebagai
modal dasar Pemerintah Daerah dan mengurangi dependensi dana dari Pemerintah Pusat.
Sumber PAD mengacu pada pemasukan setigp daerah yang dimiliki oleh dan terletak di
wilayah tersebut dikumpulkan selaras dengan peraturan yang ditetapkan (Abdillah dan
Mursinto, 2016). Pendapatan adi daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah tersebut beserta kontribusi dari masyarakat daerah setempat yaitu
berasal pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan
dari pgak atau retribusi (Abdullah.,dkk, 2015). Pajak daerah merupakan kontribus kepada
daerah yang berfisat memaksa berdasarkan undang-undang. Retribusi daerah merupakan
pembayaran yang berupa pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh
Pemerintah Derah. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan dari hasil
perusahaan milik daerah yang nantinya dijadikan penerimaan untuk daerah. Sedangkan lain —
lain pendapatan daerah yang sah berasal dari penerimaan daerah yang bukan pgjak daerah
(Erlina, 2015 dalam Liando, 2017).

6. DanaAlokas Umum

Dana alokas umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah sesuai APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (UU No. 33 Tahun 2004). Dana
aokasi umum seluruhnya dikel ola penggunaannya oleh kepala daerah dalam pembangunan dan
peningkatan pelayanan publik kepada seluruh warga di daerah itu sendiri, maka dari itu dana
aokasi umum ini memiliki sifat block grant (Liando dan Hermanto, 2017). Daerah yang
memiliki kemampuan fiscal besar namun kebutuhan fiskalnya kecil, maka alokasinya
cenderung relative kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potens / kemampuan fiscal yang
kecil dan kebutuhan fiscal yang lebih besar, maka memperoleh alokasi dana umum yang
relative besar (Rahmawati dan Suryono, 2015).

7. BelanjaDaerah

Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membagi belanja daerah menjadi dua jenis, yaitu
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja daerah yang
penganggarannya secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, yaitu Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja modal.
Belanja langsung ini merupakan belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah setiap bulan
dalam satu tahun anggaran kepada pegawai yang bersifat tetap dan untuk belanja daerah
lainnya yang bersifat periodik. Sedangkan belanja tidak langsung adaah belanja daerah yang
penganggarannya tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan dan program yang
dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi,
Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, dan Belanja tidak
terduga (Liando dan Hermanto, 2017).

Pengar uh Pendapatan Adli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Sumber Pendapatan Adli
Daerah. Sumber Pendapatan Adli Daerah mengacu pada pendapatan daerah berasal dari sumber
yang dimiliki oleh dan terletak di wilayah tersebut dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang
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ditetapkan. Menurut beberapa penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan suatu
daerah untuk memenuhi belanja kebutuhan daerahnya. Dengan semakin banyaknya PAD maka
tingkat kemandirian suatu daerah akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
ketergantungan dengan pemerintah pusat rendah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Liando
dan Hermanto (2017) dan Maimunah (2006) yang membuktikan bahwa PAD mempengaruhi
Belanja Daerah. Dari penelitian tersebut dapat dismpulkan bawa Pendapatan Asli Daerah
memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk
membiayai pengeluaran daerah terutama untuk pembangunan. Oleh karena itu semakin tinggi
sumber PAD maka akan semakin besar anggaran belanja yang dikeluarkan.

H1: PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah

Pengar uh Dana Alokas Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokass Umum (DAU) merupakan salah satu dari dana perimbangan yang
diberikan pemerintah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dengan memperhatikan
potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan
(Liando dan Hermanto, 2017).

Hasil penelitian Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja
modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokas Umum yang diterima dari pemerintah pusat.
Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti
empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana
transfer dari pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Sesuai penjelasan diatas, dapat
dissmpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi anggaran belanja daerah juga meningkat. Hal
ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk
pengeluaran (belanja) daerah semakin tinggi.

H2 : DAU memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah

Flypaper Effect

Flypaper Effect yaitu suatu kondis dimana pemerintah daerah lebih banyak
menggunakan transfer saldo keuangan (DAU) daripada pendapatan asli daerahnya sendiri. Hal
ini mengakibatkan pemborosan belanja daerah. Selain itu flypaper effect ini dapat
menimbulkan kemalasan fiskal daerah karena pemerintah daerah lebih bergantung kepada
pemerintah pusat untuk memberikan DAU daripada mengoptimalkan kemampuan daerah yang
dimiliki untuk meningkatkan PAD.

Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokas Umum (DAU) dan Pendapatan Adli
Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan
oleh Maimunah (2006) yaitu mengambil sampel pada Pemerintah kabupaten/kota di Pulau
Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan
terhadap Belanja Daerah. Ketika di regres pengarun DAU terhadap BD lebih kuat daripada
pengaruh PAD. Hal ini berarti terjadi flypaper effect dalam respon Pemda terhadap DAU dan
PAD.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) yang meneliti
tentang Flypaper Effect pada Dana Alokas Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan
hasil pengarun DAU; terhadap BD, lebih kuat daripada pengaruh PAD., terhadap BD;
Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Pengaruh DAU; terhadap BD; lebih besar daripada pengaruh PAD, terhadap BD;
H4: Pengaruh DAU,, terhadap BD; lebih besar daripada pengaruh PAD, ; terhadap BD;
Flypaper Effect Pada Daerah yang memiliki PAD lebih rendah dari DAU

Menurut Liando dan Hermanto (2017) daerah yang mengalami flypaper effect
merupakan daerah yang dalam membiayai pengeluaran/belanjanya lebih banyak bersumber
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dari DAU dibandingkan dengan PAD. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Abdillah
dan Mursinto (2016), terjadi flypaper effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
tahun 2005 — 2012. Hal ini dibuktikan dengan jumlah DAU yang lebih besar komposisinya
daripada PAD, yang berarti dalam memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah lebih
banyak menggunakan DAU yaitu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dari
penelitian tersebut maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Daerah dengan PAD lebih rendah dari DAU mengalami flypaper effect.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian
1. Pendapatan Adli Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Keuangan Daerah disebutkan

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
dijadikan modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan
Adli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan lain-
lain. Pendapatan Adli Daerah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian
daerah tersebut. Pendapatan Adli Daerah dapat diukur dengan rumus :

PAD = Pajak Daerah + Retribus Daerah + Hasil Pengelolaan K ekayaan Daer ah yang
Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

2. Variabel Dana Alokas Umum

Danayang berasal dari pemerintah pusat berdasarkan APBN yang bertujuan untuk
mengatasi kesenjangan perekonomian daerah dalam hal pembiayaan kebutuhan daerah disebut
Dana Alokasi Umum. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dapat diukur
dengan rumus :

DAU = Alokas Dasar + Celah Fiskal

Dimana,
Alokasi Dasar = Ggji PNS daerah
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal — Kapasitas Fiskal

3. Variabe Belanja Daerah

Seluruh kewajiban daerah yang menjadi pengurang nilai kekayaan bersih dadam
periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut Belanja Daerah (UU No. 33 Tahun 2004).
Belanja Daerah terdiri dari :

Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tak Terduga
+Transfer

Sedangkan untuk flypaper effect tidak dijabarkan definis operasionalnya. Hal ini
dikarenakan flypaper effect merupakan situasi yang dihasilkan oleh ketiga variabel di atas.
Dimana ketika koefisien DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD)
daripada PAD maka, situasi ini disebut flypaper effect.

Populas dan Sampel

Populas yaitu keseluruhan dari objek yang diteliti dengan memiliki karakteristik tertentu.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provins Jawa Tengah
yaitu 35 kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Penelitian ini dilakukan
pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2013 — 2017, berdasakan ketersediaan data yang diberikan pihak
BPK. Sedangkan sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populas tertentu yang menjadi
perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Tetapi dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu
keseluruhan populasi itu sendiri.
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Jenisdan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter berupa
Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan Laporan Realisas Anggaran Pemerintah Daerah yang
telah diaudit pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari laporan tersebut dapat diperoleh data
jumlah Pendapatan Adli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah pada
tahun anggaran 2013 hingga tahun 2017. Untuk Flypaper Effect dapat diketahui setelah melihat
hasil dari ketiga variabel tersebut. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti secaratidak langsung tetapi
melalui media perantara. Data penelitian diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
di Provinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan analisis yang terdiri dari nilai rata -rata (mean),
standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali,
2016). Penyagjian statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan gambaran suatu data yang
dihubungkan dengan variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan
adalah Pendapatan Adi Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah
(BD).

2. Uji Asums Klask

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual
dalam model regresi memiliki distribusi normal. Analisis ini bisa dilihat dengan grafik
histogram dengan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati
distribusi normal. Sdlain itu terdapat cara yang lebih handal yaitu dengan melihat normal
probability plot. Normal probability plot ini membandingkan distribusi kumulatif dari
distribus normal. Distribusi normal tersebut akan membentuk satu garis lurus diagonal,
lalu ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila distribus data
residua normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis
diagonalnya (Ghozali, 2016).

Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas yaitu untuk mengetahui apakah model regresi
memiliki korelas antar variabel bebas (independen) atau tidak. Hasil yang baik yaitu tidak
terjadi kordlasi. Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF), apabila VIF tidak Iebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak
kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas. Deteksi ini
menggunakan SPSS dengan analisis Collinearity Satistiks (Ghozali, 2016).

Uji Autokorelas

Pengujian autokorelas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regres
linear terdapat korelas antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelas maka disebut ada
problem autokorelasi. Autokorelas dapat dideteksi menggunakan Uji Durbin-Watson (DW
test) (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
Uji Glgjser, yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila
probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model
regres tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Selain itu dapat melihat Grafik Plot antara nilai prediks variabel independen
(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika daam grafik plot tersebut tidak membentuk
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polatertentu yang teratur dan titik — titik tersebar di atas dan di bawah angka O pada sumbu
Y, maka diidentifikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3. Uji Hipotesis
AnalissRegresi Linier Berganda
Pengujian dilakukan dengan menggunakan model analisis regres variabel
independen terhadap variabel dependen (Gozhali, 2016). Model analisis regresi
dirumuskan dengan persamaan regresi sebagai berikut :
Y =a+DbIX1+b2X2+e
Keterangan :

Y =BeanjaDaerah

o = Intercept

Pendapatan Adi Daerah (PAD)

Dana Alokas Umum (DAU)

bl =Koefisenregres Pendapatan Adli Daerah (PAD)
b2 =Koefisenregres DanaAlokas Umum (DAU)

e =Koefisen error

ke
i

Koefisien Determinas (R?)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang
diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya (Liando dan Hermanto,
2017). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil memiliki
arti yaitu kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen
sangat terbatas, dan nila yang mendekati satu memiliki arti yaitu variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan apakah semua variabel
independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Menurut
Sugiyono (dalam Rahmawati dan Suryono, 2015), kriteria pengujian uji F yaitu apabila
sig. > (a) 0,05, maka hasil tidak baik (tidak layak) untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya.
Sebaliknya apabila sig. < (a) 0,05, maka hasil baik (layak) dam dapat dilanjutkan ke
analisis berikutnya.

Uji Statistik t (Uji t)

Pada dasarnya uji statistik t ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh masing — masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen
(Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk menganalisis H; hingga H,
secaraparsia.

Salah satu cara melakukan uji ini yaitu dengan membandingkan nilai t hitung
dengan nilai t tabel. Jka nilai t hitung > nilai t tabel, maka hasil t hitung tersebut
signifikan yang berarti hipotesis aternatif diterima. Hasil tersebut juga menandakan bahwa
variabel independen secaraindividual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Obyek Penelitian

Daam pendlitian ini, mendiskripsikan Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan
Pendapatan Adi Daerah terhadap Belanja Daerah. Obyek penelitian ini adalah 35 Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provins Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6
Pemerintah Kota. Sampel yang diambil melaui metode sensus adalah keseluruhan dari populasi itu
sendiri. Akan tetapi total sampel tersebut harus dikurangi sebanyak 5 data yang telah diuji secara
statistik sebagai data outliers sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 170
sampel.
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Dana Alokas Umum
Tabd 4.2
Dana Alokass Umum
Tahun 2013 - 2017
(Dalam Rupiah)

DANA ALOKASI UMUM
TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017
RATA - 795.686. 861.503. 888.409. 971.227. 956.806.
RATA 670.629 873.686 658.943 604.260 944.997

Berdasar Tabel 4.2 diketahui jumlah rata— rata Dana Alokasi Umum (DAU) selama tahun
2013 - 2017 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun di tahun 2017 terjadi
penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) di
Provinsi Jawa Tengah ini mampu membiayai pengel uaran dalam rangka pel aksanaan desentralisasi.
Diharapkan tujuan dari pemberian Dana Alokass Umum (DAU) tersebut yaitu untuk
menyamaratakan kemampuan keuangan setiap daerah dapat tercapai di Provins Jawa Tengah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.3
Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013 - 2017
(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017
RATA- | 174.048 252.811. 280.634. 320.192. 411.362.
RATA | .466.331 296.520 120.144 511.227 452.727

Berdasar tabel 4.3 dapat diketahui rata — rata selama tahun 2013 - 2017 Pendapatan Adli
Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dapat diartikan bahwa kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Tengah ini memiliki potens daerah yang betambah setiap tahunnya. Dengan
demikian Provins Jawa Tengah memiliki kemandirian otonomi daerah dalam membiayai
pembangunan daerah sehingga tidak tergantung dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja
daerahnya.

Belanja Daerah (BD)

Tabel 4.4
Belanja Daerah
Tahun 2013 - 2017
(Dalam Rupiah)

BELANJA DAERAH
TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017
RATA - | 1.319.991. 1.531.074. 1.740.132 2.037.584. 2.123.256.
RATA 047.882 523.396 .846.752 992.980 316.489

Pada tabel 4.4 tersebut selama tahun 2013 hingga 2017 jumlah belanja daerah selalu
mengalami peningkatan. Dengan demikian hasil ini menandakan bahwa pemerintah daerah
berusaha selalu memenuhi kebutuhan daerahnya. Salah satunya dengan melakukan pengembangan
infrastruktur yang ditujukan untuk pelayanan publik (Rahmawati dan Suryono, 2015).
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Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.5
Uji Statistik Deskriptif
(dalam rupiah)

N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation
PAD 170 | 95.192.786.972 648.091.381.096 257.748.944.658 104.407.206.773
DAU 170 | 358.331.867.000 1.398.539.653.000 887.585.271.005 240.278.077.808
BD 170 | 529.237.634.485 3.200.686.516.259 1.702.522.717.235 542.458.268.617
vaid N
(listwise) | 170

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa dari 170 data yang diteliti, jumlah yang
terendah dari variabel Pendapatan Adli Daerah (PAD) dimiliki oleh Kabupaten Blora pada tahun
2013 sebesar Rp 95.192.786.972. Sementara jumlah tertinggi PAD dimiliki oleh Kabupaten
Cilacap tahun 2017 sebesar Rp. 648.091.381.096.

Untuk variabel Dana Alokast Umum (DAU), terlihat bahwa dari 170 data jumlah yang
terendah dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2013 sebesar Rp. 358.331.867.000. Sementara
jumlah tertinggi DAU dimiliki oleh Kabupaten Banyumas tahun 2016 sebesar Rp.
1.398.539.653.000.

Belanja Daerah (BD) jumlah yang terendah dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2013
sebesar Rp. 529.237.634.485. Sementara jumlah tertinggi BD dimiliki oleh Kabupaten Banyumas
tahun 2017 sebesar Rp. 3.200.686.516.259.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.6
Uji Normalitas
Statistik Uji Nilai
Kolmogorov-Smirnov Z 0,699
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,714

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel 4.6 dapat dilihat besarnya nilai Kolmogorov-
Smirnov adalah 0,714 dengan probabilitas signifikansi 0,699. Hal tersebut menunjukkan bahwa
nilai signifikansi > a = 0,05 maka kriteria pengujian yang pertama diterima yang berarti data
residual terdistribusi secaranormal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas
Coefficients”
Model Collinearity Statistiks
Tolerance VIF
1 PAD .680 1471
DAU .680 1471

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber : data olahan SPSS 23, 2018
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Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.6 bagian coefficient diperoleh nilai Variance
Inflation Factor (VIF) variabel PAD sebesar 1,471 dan DAU sebesar 1,471. Nilai ini menunjukkan
tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Lalu untuk nilai tolerance
tabel 4.6 variabel PAD yaitu 0,680 begitu pula dengan variabel DAU yang bernilai 0,680. Hasil
tersebut melebihi 0,10 bahkan mendekati 1. Dengan demikian tidak terdapat gegjaa
multikolinearitas atau tidak berkorelas antar variabel independen yaitu PAD dan DAU.

Hasil Uji Autokorelas

Tabel 4.8
Uji Autokorelas

M odel Summary®
Model Durbin-Watson
1 1.783"
a. Predictors: (Congtant), PAD, DAU
b. Dependent Variable: Belanja daerah
Sumber : data olahan SPSS 23, 2018
Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa nilai statistik Durbin Watson (DW)
pada tabel 4.8 sebesar 1.783. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan signifikans 5%, jumlah observasi (N) sebanyak 170, dan jumlah variabe
independen (k) sebanyak 2. Maka berdasarkan tabel DW didapatkan nilai du sebesar 1,7730 dan
nilai dL 1,7254 Dengan demikian diperoleh du < d < 4-du, yaitu 1,7730 < 1,783 < 2,227.

Hasl Uji Heter oskedastisitas

Tabel 4.9
Uji Heter oskedastisitas

Variabel Sig. K eterangan
PAD 0.170 Tidak terjadi Heteroskedaktisitas
DAU 0.981 Tidak terjadi Heteroskedaktisitas

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel
lebih besar dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwatidak terjadi Heteroskedaktisitas.

AnalissRegresi Linier Berganda
Tujuan digunakan persamaan regres linier berganda untuk menganalisis seberapa besar
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regres
linier berganda bertujuan untuk melakukan pendugaan terhadap variabel dependen yaitu Belanja
Daerah, apabila terjadi perubahan pada variabel independen (PAD dan DAU) yang mempengaruhi
Belanja Daerah.
Menurut tabel di bawah ini, maka terbentuklah persamaan regresi dibawahini :

Y = 26,866 + 7,576PAD + 1,178DAU + e

10
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Tabel 4.10
AnalissRegresi Linier Berganda
Coefficients”
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta
(Constan) 26.866 .035 774'63 .000
! PAD 7.576 .000 224 7.246 .000
DAU 1.178 .000 .800 25.924 .000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Dengan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka dapat diintepretasikan sebagai
berikut:

a. Nila Konstanta (a) = 26,866
Nilai konstanta (a) sebesar 26,866 menunjukkan bahwa apabila PAD dan DAU
dalam kondisi tetap atau konstan, maka bel anja daerah akan sebesar 26,866 pula.

b. Nilai B,-7,576
Nilai B, bernilai 7,576 yang memiliki tanda koefisien positif, hal ini menunjukkan
adanya perubahan yang searah antara PAD dengan belanja daerah. Berarti apabila
terdapat peningkatan pada PAD sebesar 1 Rupiah, maka belanja daerah akan
mengalami peningkatan sebesar 7,576 Rupiah dengan asumsi variabel PAD
konstan.

c. Nilai B,=1,178
Nilai B, menunjukkan nilai 1,178 yang memiliki tanda koefisien positif, ha ini
menunjukkan adanya perubahan yang searah antara DAU dengan belanja daerah.
Berarti apabila terdapat peningkatan pada DAU sebesar 1 Rupiah, maka belanja
daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,178 Rupiah dengan asumsi variabel
PAD konstan.

K oefesien Determinasi (R?)
Tabel 4.11
Uji Koefisien Deter minasi (R?)

Modéel R R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate
1 .944% .892 891 11700
Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa nilai koefisien determinasi (R?) adalah 0,939
atau 89,2% yang artinya variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU
sebesar 89,2%. Sisanya yaitu 10,8% dijelaskan oleh variabel atau factor lain diluar model regres
ini.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
ANOVA?
Modéd Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Regression 18.873 2 9.436 689.337 .000°
1 Residual 2.286 167 .014
Total 21.159 169

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
11
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b. Predictors: (Constant), PAD, DAU
Sumber : data olahan SPSS 23, 2018
Pada table ANOV A diatas menghasilkan uji F sebesar 689.337 dengan tingkat signifikansi
0,000. Oleh karena sig sebesar 0,000 < 0,05, maka H1 yang menyatakan DAU dan PAD
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah terdukung. Jadi dapat disimpulkan bahwa

kebijakan belanja daerah dipengaruhi oleh besarnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Adli
Daerah.

Hasil Uji Statistik T (Uji t)

Tabel 4.13
Uji Statistik T
Variabel T Sign Alpha (o) Keterangan
PAD 7.246 .000 0,05 Berpengaruh signifikan
DAU 25.924  .000 0,05 Berpengaruh signifikan

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

a.  Pengujian Pendapatan Adli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel PAD mempunyai nilai
thitung 7,246 sehingga lebih besar dari tine 1,97419 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa H1 yaitu PAD berpengaruh signifikan dan
positif terhadap Belanja Daerah diterima.

b. Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel PAD mempunyai nilai tying
25,924 sehingga lebih besar dari tipe 1,97419 dengan nilai signifikans 0,000 < 0,05.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa H2 yaitu DAU berpengaruh signifikan dan
positif terhadap Belanja Daerah diterima.

Dari hasil pengujian tersebut dapat diambil kesmpulan bahwa pada Kabupaten/K ota
di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hingga 2017 terdapat flypaper effect (H3 diterima),
karena Hasi| tabel 4.13 menunjukkan tyiyung DAU > thiung PAD.

Berikut adalah uji statistik T berdasarkan PAD dan DAU periode tahun sebelumnya

yaitu tahun 2016 dan Belanja Daerah tahun terakhir penelitian yaitu 2017 (keterangan lebih
lanjut terdapat dalam lampiran) :

Tabel 4.14
Uji Statistik T
Variabel T Sign Alpha (o) Keterangan
PAD 12.438 .000 0,05 Berpengaruh signifikan
DAU 18.188 .000 0,05 Berpengaruh signifikan

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

a.  Pengujian Pendapatan Adi Daerah (PAD,.;) terhadap Belanja Daerah (BDy)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel PAD mempunyai nilai thiwng
12,438 sehingga lebih besar dari tipg 1,99601 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat
disimpulkan bahwa PAD, ; secara parsia berpengaruh dan signifikan terhadap BD..

b. Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU,.,) terhadap Belanja Daerah (BDy).

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel DAU mempunyai nilai tywng 18,188
sehingga lebih besar dari tupg 1,99601 dengan nilai signifikans 0,000 < 0,05. Dapat
dissmpulkan bahwa DAU,; secara parsia berpengaruh dan signifikan terhadap BD; .

Dari hasil pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari pengaruh PAD;.; dan
DAU, terhadap BD, terdapat flypaper effect (H4 terdukung), karena hasil tabel 4.14
menunj ukkan thiiung DAUL1 > thitung PAD1.

12
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “ Flypaper effect Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Pendapatan Adli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 — 2017 maka kesimpulannya :

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokas Umum (DAU) dan Pendapatan
Adli Daerah (PAD) berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja daerah. . Namun jika
dibandingkan dengan DAU, hasil PAD lebih rendah. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam
menetapkan kebijakan belanjanya bergantung pada jumlah DAU dibandingkan PAD.

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokas Umum (DAU) tahun sebelumnya
dan Pendapatan Adli Daerah (PAD) tahun sebelumnya berpengaruh positif serta signifikan
terhadap belanja daerah tahun berjalan. . Namun jika dibandingkan dengan DAUt-1, hasil
PADt-1 lebih rendah. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanja
tahun berjalan lebih ditentukan padajumlah DAU tahun sebelumnya dibandingkan PAD tahun
sebelumnya.

3. Menurut hasil pengolahan data, menunjukkan bahwa nilai Standardized Coefficients Dana
Alokass Umum lebih tinggi dari nilai Standardized Coefficients Pendapatan Adli Daerah,
yaitu sebesar 0,465 untuk DAU dan 0,638 untuk PAD. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
terjadi flypaper effect. Untuk memperkuat analisis ini terdapat hasil kontribusi yang juga
menunjukkan jumlah DAU > PAD.
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